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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang para penulis 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang 

berjudul Refleksi Nilai-nilai Luhur Pancasila ini telah dapat diterbitkan untuk 

dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak.  

Suatu negara yang baik adalah negara yang memiliki dasar negara. Dasar 

negara menjadi sebuah landasan utama dari negara untuk menjalankan 

kehidupan di suatu negara tersebut. Negara akan berantakan jika tidak 

memiliki landasan tersebut. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. 

Sejak masuk ke Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) kita 

sudah diperkenalkan dan selalu membaca ke lima sila Pancasila saat 

melakukan upacara. Lalu, apakah kita tahu makna-makna pada setiap sila 

yang kita hafal dan sering dibacakan tersebut?  

Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita juga harus 

mengetahui makna pada setiap sila tersebut. Selain makna, kita juga harus 

tahu apa sejarah di balik Pancasila, apa hubungannya dengan agama dan 

demokrasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Pancasila.  

Setelah mendekati satu abad Pancasila ditahbiskan sebagai dasar dan 

ideologi negara, apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan 

zaman?. Sebagai kerangka konsepsi, Pancasila merupakan ideologi tahan 

banting yang kian relevan dengan perkembangan global.  

Namun, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dengan 

realitas aktualisasinya. Untuk mempertahankan Pancasila sebagai titik temu, 

titik tumpu, dan titik tuju bersama diperlukan usaha penanaman 

(pembudayaan) secara terus-menerus, terencana, dan terpadu. Ibarat 

budidaya tanaman, laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan 

berjalan baik-baik saja, tanpa kesengajaan merawatnya dengan penuh 

pemahaman, kecermatan, dan ketekunan.  

Para pendiri bangsa telah mewariskan suatu kemampuan untuk 

memadukan antara visi global dan kearifan lokal, antara kepentingan nasional 

dan kemanusiaan universal. Tugas kita selanjutnya adalah memperjuangkan 

visi dengan suatu optimisme realistis, bukan optimisme buta. Harapan 

tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan 

perjuangan dan pengorbanan.  

 

PRAKATA PENULIS 
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Oleh karena itu buku yang berjudul Refleksi Nilai-nilai Luhur Pancasila ini 

hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi pancasila. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya 

kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, para penulis 

dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran 

dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 

bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.  

Terakhir, ucapan terimakasih para penulis sampaikan kepada seluruh 

pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, 

khususnya terkait Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

Salam Pancasila!  

 

 

 

 

Para Penulis 
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MAKNA PENTING IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 

KERAKYATAN KEPADA ANAK BANGSA GUNA 

KETAHANAN NASIONAL TETAP TERJAGA  

DENGAN BAIK 
 

Oleh: Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sudah menjadi kesepakatan bangsa ini bahwa Pancasila merupakan 

pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, serta ideologi nasional 

negara bahkan sebagai falsafah negara. Sebagai pandangan hidup bangsa 

dapat dipastikan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

keberadaannya diakui oleh bangsa yang sangat luar biasa majemuknya. 

Sejatinya Nilai-nilai dalam Pancasila harus dapat diterapkan dan 

diimplementasikan dalam setiap helaan napas anak bangsa dengan segala 

tindak tanduknya yang boleh jadi sudah mengendur serta tergerus dan tidak 

menjadi sandaran utama bangsa ini yang di antaranya adalah nilai kerakyatan. 

Bahwa bunyi dari sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang Dipimpin 

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" yang makna 

dari sila keempat ini adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki 

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sehingga sesama warga Indonesia, 

harus melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang istilahnya 

adalah Indonesian Way (Jalan Indonesia). Bahwa menghargai pendapat orang 

lain menjadi salah satu kunci juga untuk bermusyawarah dan bermufakat 

(Kaelan, 2016). 

Nilai-nilai indah dan unik dari kerakyatan yang sejatinya menjadi 

kebanggaan bangsa Indonesia hendaknya dirawat di jaga ditanamkan terus 

menerus dengan mengimplementasikannya di setiap level anak bangsa baik 

level individu keluarga organisasi bahkan pada level pemerintahan lalu 

menjadi warisan abadi untuk penerus bangsa berikutnya yang harus dirujuk 

dan dipegang erat-erat tanpa penolakan sama sekali. Maka penting untuk 

mengusung judul spesifik dari makalah ini adalah “Makna Penting 
Implementasi Nilai-Nilai Kerakyatan Kepada Anak Bangsa Guna Ketahanan 

Nasional Tetap Terjaga Dengan Baik”. 
Terdapat pertanyaan serius yang selalu terngiang-ngiang dan menjadi 

titik tekan permasalahan bangsa kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-

sungguh yaitu: Bagaimana posisi penting nilai-nilai kerakyatan agar dapat 

terimplementasikan di bagi anak bangsa demi terjaganya ketahanan nasional 
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IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DI SEKOLAH  

UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME 

 
Oleh: Epi Suhaepi, S.Pd 

 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan menyelenggarakan pendidikan. 

Lembaga pendidikan formal yang dimulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi 

(PT) merupakan instansi yang mencetak insan berkarakter sesuai nilai-nilai 

pancasila. Sekolah merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang memiliki 

peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab1. 

Maka dari itu, sekolah sebagai tempat jutaan anak bangsa menuntut ilmu 

harus terbebas dari paham-paham pemecah belah bangsa seperti paham 

radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok 

orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan 

politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan (Ariwidodo, 

2017)2. Dengan kecanggihan teknologi saat ini dan dengan pergaulan yang 

tidak baik, peserta didik sangat berpeluang besar terpapar paham ini. Maka 

dari itu perlu ada upaya penanggulangan yang terstruktur dan sistematis oleh 

lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut, 

diantaranya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai religious 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai religius yang bersumber pada 

kitab suci masing-masing agama mengajarkan akan kasih sayang, bukan 

kekerasan sehingga perlu ada program keagamaan kekinian yang dapat 

 
1 Tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 
2 Ariwidodo, E. (2017) Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as 

Islamized Space Autonomy in Indonesia, Kars Journal of Social and Islamic Culture, 

249-283. 



 

 

INTERNALISASI NILAI KEADILAN DALAM 

KESETARAAN GENDER SEBAGAI STRATEGI 

PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 

BERKELANJUTAN 2045 

 
Oleh: Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2045, seiring dengan perkembangan geopolitik dan 

geostrategis baik di lingkungan regional dan internasional, Indonesia 

diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. 

Tantangan dari berbagai aspek kehidupan, baik revolusi digital, kualitas 

pendidikan, populasi dan sumber daya manusia, ekonomi, ekologi, kesehatan, 

kebencanaan, religius, kepekaan budaya, serta kesetaraan dan kesadaran 

gender (Ali et al., 2020). 

Hingga saat ini tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. 

Tergambar dari nilai indeks kesetaraan gender yang dilaporkan oleh Badan 

Program Pembangunan PBB (UNDP) dimana Indonesia berada pada peringkat 

103 dari 162 negara, artinya kita negara terendah ketiga se-ASEAN dalam hal 

kesetaraan gender. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 

Indonesia per 2018 berada di angka 90,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) berada pada angka 72,1 (Winahyu, 2020). Sedangkan data dari World 

Economic Forum menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 101 dari 

179 negara untuk tingkat kesetaraan gender (Virgianita et al., 2021). 

Posisi ini tergolong sangat rendah mengingat isu kesetaraan gender telah 

menjadi isu strategis di Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya Komnas 

Perempuan. Kesetaraan gender juga merupakan poin kelima dari tujuh belas 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan memperkuat kemampuan 

negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara 

efektif. Kesetaraan gender menjadi bagian utama dari strategi pembangunan 

dalam rangka untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk 

mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

(Kementerian PPN/Bappenas, n.d.) 

Oleh karenanya sebagai salah satu strategi yang penulis coba paparkan 

adalah urgensi pelaksanaan dan penerapan salah satu nilai dari Pancasila 

yakni Nilai Keadilan dalam kesetaraan gender guna Pembangunan Indonesia 

Emas Berkelanjutan 2045. 
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IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DALAM 

DEMOKRASI DAN PENGUATAN KETAHANAN 

NASIONAL DENGAN PENDEKATAN PENDIDIKAN 

KARAKTER PADA ERA MODERNISASI 

 
Oleh: Dr. Yanthy Herawaty Purnama, S.Pd., M.Si., CPHCM., 

CHCBP., CCEP., CLAC 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan informasi 

memungkinkan akses kabar dari suatu negara ke negara lain mudah didapat 

melalui jaringan internet sebagai bagian dari globalisasi. Modernisasi mampu 

mengubah sendi kehidupan dan proses globalisasi yang berupa pemikiran 

atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari 

cara-cara tradisional ke cara- cara baru yang lebih maju, dengan tujuan lebih 

baik. 

Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang 

dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang 

bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh 

masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih 

khusus daripada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi 

masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat 

tradisional atau masyarakat pra modern. 

Dampak modernisasi pun terasa di Indonesia sebagai salah satu negara 

yang terbuka dalam menerima perkembangan dunia. Relevansi Pancasila di 

tengah arus modernisasi yang melanda Indonesia mulai dipertanyakan. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median, 

Juni 2021) melalui pengguna aktif facebook terkait pelaksanaan nilai- nilai 

yang terkandung di dalam Pancasila selama ini. bahwa sebanyak 49,0 persen 

responden menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. 

Sebanyak 44,6 persen menyatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan 

benar, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu. Alasan responden yang 

menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar antara lain 

korupsi makin membesar, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan dan 

hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

asas kerakyatan belum terwujud sepenuhnya. 
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luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan 

integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan 

mengejar tujuan nasional bangsa. Ketahanan nasional dapat di tumbuh 

kembangkan dengan pendekatan pendidikan karakter melalui penguatan 

dalam gatra sosial budaya, sehingga tidak menggoyahkan nilai-nilai Pancasila. 

Penegakan pelaksanaan pendidikan karakter, bukan hanya memberikan 

optimistis terhadap kualitas pendidikan nasional menjadi lebih baik, tetapi 

juga mengurangi angka kekerasan (penyelesaian masalah tanpa musyawarah 

mufakat), dan konflik stabilitas keamanan dan ketahanan Nasional. Negara 

menjadi sangat aman dan terwujudlah rasa aman, tentram, nyaman dan 

damai tanpa adanya intervensi dari pihak luar ataupun dalam berdasarkan 

ideologi negara yaitu Pancasila. 

 

2. Saran 

Implementasi ketahanan nasional ini merupakan tugas seluruh lembaga 

pemerintahan di Indonesia dan mengaktifkan partisipasi yang dimulai dari 

kaum elite (baik pimpinan pusat maupun daerah bahkan hingga tingkat 

RT/RW) yang menjadi role model. 

Mengimplementasikan ketahanan nasional dengan pendekatan 

pendidikan karakter melalui kebijakan berlandaskan Pancasila yang 

disesuaikan dengan kondisi sosial lingkungan pendidikan yang memiliki pola 

dan tradisi berbeda. 

Partisipasi pihak media massa baik cetak, radio maupun televisi untuk 

mengadakan sosialisasi pemahaman nilai Pancasila yang di internalisasikan 

dalam pelaksanaan pendidikan semua tingkat pendidikan melalui kurikulum, 

buku maupun kegiatan dalam lingkungan pendidikan. 
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IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN  

DALAM MELINDUNGI PANCASILA  

DARI IDEOLOGI TERLARANG 

 
Oleh: Kurniawan 

 

A. PENDAHULUAN 
Pancasila saat ini mengalami degradasi nilai karena sampai saat ini 

faktanya belum ada regulasi atau UU yang dapat melindungi dari ancaman 

paham ideologi paham lain yang akan mengganti dengan ideologi berbasis 

keagamaan, kelompok yang anti Pancasila selalu mengatasnamakan agama, 

iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat sehingga masyarakat yang 

Pancasila tidak berani mengingatkan. Bahkan tidak sedikit intoleransi itu 

muncul di tempat ibadah melalui orasi keagamaan dengan hujatan caci maki 

dan ujaran kebancian. 

Lemahnya hukum juga menjadi kendala sebab selama ini orang atau 

kelompok yang teridentifikasi anti Pancasila tidak bisa ditindak dengan pidana, 

paling hanya ditindak dengan undang-undang ormas seperti HTI dan FPI 

sementara ketika mereka ganti nama organisasi maka bisa tetap 

menyebarkan pahamnya. 

Sebagai contoh yang factual akhir-akhir ini dengan munculnya kelompok 

khilafatul muslimin yang sudah tersebar di 34 provinsi, semua orang dibuat 

kaget karena kelompok ini akan mendirikan negara khilafah yang sudah 

lengkap dengan pemimpin yang disebut kholifah atau amirul mukminin, 

aparat dan pemerintah dibuat kalang kabut sebab kelompok ini ternyata tidak 

bisa dijerat dengan pasal teorema ataupun pasal makar karena memang 

belum ada undang-undang atau regulasi yang dapat menjerat, mereka hanya 

bisa dijerat dengan pasal pidana umum seperti tentang pelanggaran protokol 

kesehatan, berita bohong dan kegaduhan. 

Jika harus jujur dan adil, kelompok anti Pancasila saat ini posisinya sama 

dengan komunis yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain, 

namun karena belum ada regulasi maka tidak bisa ditindak dengan hokum 

yang berlaku. 

Komunisme telah kita ketahui bersama bahwa mereka dilarang di 

Indonesia karena adanya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang 

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi 

Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis 

Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau 



 

 

IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN DAN 

KEADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 

 
Oleh: Sabena, S.I.Kom., M.I.Kom 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Lunturnya pemahaman nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam 

pancasila di dalam butir sila ke empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan 

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sesuai dengan isi dari pancasila tersebut, 

jika di pahami dengan baik dan benar maka tatanan dalam kehidupan 

bermasyarakat akan aman dan nyaman, tentram dan rukun. Akan tetapi pada 

realita di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini masih belum sempurna 

pemahaman masyarakat terhadap implementasi dari nilai-nilai kerakyatan 

dan keadilan. 

Fenomena yang viral tentang tetangga labrak tetangga pada tanggal 20 

Maret 2021 yang penulis kutip dari bekasi.pikiranrakyat.com, karena hewan 

peliharaan kucing di wilayah Bekasi Jawa Barat tersebut terdapat informasi 

unggahan rekaman video amatir, tampak dua orang pria melabrak 

tetangganya lantaran kucing miliknya suka membuang kotoran sembarangan 

di pekarangan mereka. Dan terjadi juga kejadian di wilayah lain dimana Salah 

seorang pria menendang barang-barang milik pemilik kucing, dan bahkan 

mendorongnya hingga terjatuh. Adapun peristiwa pelabrakan itu terjadi di 

kawasan kontrakan sekitar Jalan Moh. Jani, Gang Abdul Muthallib 

RT006/RW003, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada hari 

Senin, 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB. 

Pemilik kucing merasa shock dengan kejadian tersebut. Tak hanya di caci 

maki dengan kata-kata kotor, diduga pemiliknya juga menerima tindak 

kekerasan dari anak tetangganya hingga menyebabkan kaca jendela 

rumahnya pecah. Pemilik kucing melanjutkan masalah tersebut ke pihak 

kepolisian. Masih ada lagi tindak ketidakpahaman terhadap nilai-nilai 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. Seperti parkir di sembarang tempat hingga mengganggu 

kenyamanan tetangga sekitarnya, dimana pengguna jalan menjadi terganggu 

tidak bisa lewat karena parkir yang sembarangan, mobil lecet akibat jemuran 
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2. Saran 

Agar dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk perpanjangan tangan 

pemerintah dalam hal ini tingkat RT & RW, agar mereka dapat menjadi 

perpanjangan tangan lidah pemerintah/Lemhannas, mulai dari lingkungan 

terkecil yaitu rumah tangga maka masyarakat dapat merasakan 

keharmonisan indah bertetangga hidup berdampingan di dalam perbedaan, 

karena perbedaan itu indah. 
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IMPLEMENTASI NILAI “KEADILAN SOSIAL BAGI 
SELURUH RAKYAT INDONESIA” DI MASYARAKAT 

DESA TUANATUK KECAMATAN LOBALAIN 

KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  

NUSA TENGGARA TIMUR 

 
Oleh: Dr. Ir. Benyamin Tungga, S.H., M.H., M.M., M.Psi 

 

A. PENDAHULUAN 

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum 

dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang telah 

ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, 

Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan 

kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH dalam 

Rozikin, (1995: 10) Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan 

istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum Bangsa Indonesia (merupakan 

pokok kaidah negara yang fundamental). Selain sebagai dasar negara 

Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan 

hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. 

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai 

yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang 

mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang 

mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu 

pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila 

yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain 

senantiasa merupakan satu kesatuan. Sehingga sila kelima dengan sila yang 

lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki keterkaitan. Surip, 

Ngadino dkk (2016: 218), menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan 

sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang 

Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan. 
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PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN:  

KORUPSI MELAWAN PRINSIP KEADILAN PANCASILA 

 
Oleh: Ignasius Putera Setiahati, S.Ag., M.Sc 

 

A. PENDAHULUAN 

Kemakmuran atau kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya merupakan cita-

cita dari semua bangsa. Demikian juga bagi Bangsa Indonesia. Hal itu tertuang 

dalam pembukaan UUD45: “….untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 

maka di susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia, …” Kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat merupakan cita-cita Bangsa Indonesia. Cita-cita ini harus berdasarkan 

keadilan sosial. Artinya kesejahteraan umum itu akan terwujud kalau ada 

keadilan sosial.  

Dalam Pembukaan UUD45 ini juga terungkap bahwa perjuangan 

pergerakan kemerdekaan Indonesia telah menghantar Bangsa Indonesia pada 

kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jelas di 

sini bahwa kemerdekaan merupakan pintu gerbang menuju Indonesia yang 

adil dan makmur. Jadi, adil dan makmur sungguh merupakan cita-cita bangsa 

Indonesia.  

Dalam sila-sila Pancasila juga muncul dua kali kata adil/keadilan yaitu 

pada sila kedua dan sila kelima. Dalam sila kedua, keadilan dalam konteks 

kemanusiaan. Sementara dalam sila kelima, keadilan dalam konteks sosial: 

“Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  
Dari dua pilar Bangsa Indonesia ini, yakni Pancasila dan UUD45, menjadi 

jelas bahwa keadilan sosial menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia 

yang bermuara pada kesejahteraan (kemakmuran) bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya keadilan sosial masih jauh dari 

kehidupan Bangsa Indonesia. Di sana-sini kita masih banyak temukan 

ketidakadilan secara sosial seperti kesenjangan ekonomi yang begitu jauh, 

perbedaan perlakuan dalam hal hukum, pembangunan yang tidak merata, 

kesenjangan pendidikan, dll. Tentu ada banyak penyebab sehingga keadilan 

sosial belum bisa sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab yang paling 

menghambat keadilan sosial dan kesejahteraan adalah korupsi.  
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IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN  

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

 
Oleh: Suleman Achmad Salim, S.Pd.I., M.Pd.I 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pancasila sejatinya merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara 

dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menyatu dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi tidaklah mudah menanam, 

mempertahankan bahkan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dari 

kehidupan bangsa Indonesia. Arus modernisasi dalam era digitalisasi mulai 

bahkan telah menggerus tatanan kehidupan penyelenggaraan bernegara 

yaitu setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta 

setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat 

maupun di daerah. 

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang salah satunya adalah 

nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terdapat dalam sila ke empat yaitu 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/keadilan. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita mudah menjumpai sikap seseorang 

main hakim sendiri, kesewenangan kaum mayoritas terhadap minoritas, 

demonstrasi brutal telah memberikan efek negative terhadap pemahaman 

People power. Sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya 

demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu 

diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi 

kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka 

umum. Menjadikan perbedaan sebagai suatu hal yang indah. 

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia 

yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi 

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan 

kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, 

ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam 

untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara 

serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM TOLERAN  

DI KAMPUS PKN STAN 

 
Oleh: Muhammad Syahrul Fuady, S.E., M.E 

 

A. PENDAHULUAN 
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah pendidikan tinggi 

kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 223 /PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan 

Negara STAN, PKN STAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang 

keuangan negara terdiri atas kegiatan akademik dan pembangunan karakter. 

Kegiatan pembangunan karakter dilaksanakan melalui pengasuhan, konseling, 

pembinaan fisik, mental, spiritual, dan ideologi, capacity building, kompetisi 

mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan. Kegiatan 

akademik dan kegiatan pembangunan karakter mahasiswa dinilai secara 

berkala dengan menggunakan teknik penilaian ujian; penugasan; observasi; 

dan/ atau penilaian lainnya. 

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya Pendidikan. 

Mahasiswa tingkat I diasramakan dan mahasiswa tingkat II-IV tidak 

diasramakan. Setelah lulus dari PKN STAN, para alumni PKN STAN akan 

mengikuti Test Kemampuan Dasar (TKD) yang diselenggarakan oleh BKN 

dengan kesempatan maksimal 3 kali test. Jika lulus TKD maka para lulusan 

PKN-STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 

ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI 

dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah 

sesuai dengan formasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan 

berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. 

Salah satu misi PKN adalah memberikan kesempatan yang adil dan akses 

pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa 

dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara. 

Untuk mewujudkan misi tersebut PKN STAN berkomitmen untuk melakukan: 

a. pembentukan dan pembangunan karakter mahasiswa; b. pembentukan 

semangat kebangsaan, toleransi dan kebhinekaan; c. pembinaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan minat bakat; dan d. pelestarian, pemeliharaan, 

dan pengembangan secara ilmiah dan keseluruhan kebudayaan Indonesia 

serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya. Komitmen tersebut 
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IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM 

PEMENUHAN HAK SISWA UNTUK BELAJAR 

 DI SEKOLAH UNGGULAN 

 
Oleh: Ramlan Effendi, M.Pd 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada kehidupan saat ini, globalisasi tak dapat dihindari karena 

perkembangan teknologi informasi terjadi dengan pesat. Perkembangan 

teknologi informasi mengakibatkan kita dapat mengetahui apa yang terjadi di 

tempat yang sangat jauh dalam satu waktu dengan siaran langsung televisi, 

ataupun menggunakan internet dengan aplikasi youtube, skype, videocall dan 

teknologi lainnya. 

Kehadiran teknologi informasi beserta perangkat yang mendukungnya 

dalam era industri 4.0 telah mengakibatkan terjadinya perubahan orientasi 

masyarakat hampir semua sektor kehidupan (Wijaya, Sudjimat dan Nyoto, 

2016). Negara dengan penduduk yang tidak dapat beradaptasi terhadap 

perubahan tersebut akan mengalami kemunduran dan kehancuran. Setiap 

individu harus memiliki kreativitas dan keterampilan yang baik agar ia 

memiliki ketahanan dan dapat menyesuaikan terhadap tantangan kehidupan 

abad 21 saat ini. 

Pendidikan memfasilitasi siswa untuk memperoleh keahlian (Mulya, 

2012). Pendidikan juga merupakan faktor penting agar setiap masyarakat 

memiliki ketahanan, kemampuan dan kreativitas (Effendi, 2022). Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Putra (2017) bahwa Individu yang memiliki 

keterampilan berpikir yang baik akan memiliki kemampuan beradaptasi dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu sarana yang dapat 

memfasilitasi siswa agar memperoleh semua keterampilan tersebut adalah 

pendidikan formal di sekolah. Hal ini menjadi salah satu alasan orang tua 

berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah unggul atau sekolah unggulan 

demi memastikan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. 

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam 

mengakses pendidikan. Sekolah-sekolah unggul dan atau sekolah rujukan 

menjadi yang hampir ada di setiap kabupaten tidak bisa diakses oleh semua 

lapisan masyarakat. Hanya masyarakat dengan strata ekonomi tertentu yang 

dapat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah unggulan. 
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IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PANCASILA 

GUNA MEMBANGUN KARAKTER DAN ETIKA 

PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI 

 
Oleh: Taufiq, S.H.I 

 

A. PENDAHULUAN 

Kehidupan itu terus berkembang pesat mengikuti kemajuan zaman, 

namun dalam kenyataannya hidup itu terkadang lupa akan keberadaan 

perjuangan masa lalunya. Salah satu contohnya adalah bangsa Indonesia, kita 

tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beraneka 

ragam suku bangsanya, tapi kesemuanya itu telah pudar di-makan zaman. 

Semua bahkan hampir setiap media mempertanyakan keberadaan Pancasila 

pada saat era Reformasi ini. Kejayaan tanah air tercinta ini, merupakan hasil 

sebuah perjuangan kerja keras pejuang-pejuang kita terdahulu. Makna dari 

suatu perjuangan tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa 

Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi 

belaka, namun Pancasila merupakan suatu pedoman falsafah hidup bangsa 

Indonesia. Tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan dari setiap pejuang-

pejuang kita terdahulu, maka tidak akan ada kejayaan yang kita nikmati 

sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna Pancasila itu sangatlah penting 

untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunjung tinggi sampai akhir hayat hidup 

kita sebagai warga negara Indonesia. 

Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila, maka hendaknya penulis akan menerangkan sekilas tentang 

nilai dalam filsafat hukum. Nilai dalam filsafat hukum ada berbagai macam 

yaitu: nilai sebagai sumber, jalinan nilai, pengertian nilai, keserasian dan 

ketegangan, perubahan nilai, nilai dari Pancasila, perwujudan nilai, nilai dari 

hukum pidana, nilai dari hukum perdata, dan nilai dari hukum tata negara. 

Menurut Thomas Hobbes (1588- 1679) menyatakan bahwa nilai adalah setiap 

orang, pada pihaknya sendiri, menamakan segala sesuatu yang 

menyenangkan dan menggembirakan bagi dirinya sebagai yang baik; 

sementara yang buruk adalah yang tidak menyenangkan baginya, sejauh 

setiap orang memiliki dasar yang berbeda, mereka juga saling berbeda dalam 

menetapkan perbedaan umum antara yang baik dan yang buruk (Erwin, 

2007:83). Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh 

Magnis Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Rein- hold 

Zippelius, menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di 
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PENERAPAN NILAI KEADILAN DALAM  

PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 

 
Oleh: Dr. Iskatrinah, S.H., M.Hum 

 

A. PENDAHULUAN 

Keadilan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia merupakan 

sebuah cita-cita yang masih terus diperjuangkan. Keadilan merupakan sebuah 

harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan suatu kehidupan 

yang layak dengan terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani 

kehidupannya sekaligus kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Hak dan 

kewajiban dari masyarakat tersebut harus dijamin melalui produk-produk 

hukum yang dibentuk oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Produk 

hukum di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang 

sifatnya hierarkial (peraturan yang tertinggi sampai yang terendah). 

Hukum yang tercermin dalam produk peraturan perundang-undangan 

merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Pancasila sebagai landasan 

fundamentalnorm dalam pembentukan hukum, harus dijadikan tonggak 

utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai 

dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan 

beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena 

itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan 

persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang 

baik. 

Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam 

penegakan hukum menimbulkan kesenjangan yang tajam dalam mencapai 

keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan 

keinginan masyarakat pada umumnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum baik 

undang-undang ataupun putusan pengadilan mencerminkan semangat 

keadilan, yaitu semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada 

individu ataupun golongan tertentu. Terjadinya malpraktek dalam penegakan 

hukum di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila khususnya nilai 

keadilan belum menyentuh secara menyeluruh, dibutuhkan penguatan lebih 

di berbagai lini secara berkelanjutan. 
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C. PENUTUP 

1. Simpulan 

Penerapan nilai keadilan dalam penegakan hukum yang paling utama 

diperlukan adalah pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara (umum) dan sebagai penegak hukum 

(khusus), oleh karenanya sikap, perbuatan untuk menempuh kebahagiaan 

dan kesejahteraan perlu ditanamkan lebih dulu. 

 

2. Saran 

Perlu dilakukan komitmen bersama di seluruh elemen masyarakat untuk 

membantu penegakan hukum yang bermartabat, melalui kegiatan konkrit 

yang terintegrasi dengan Lembaga-lembaga yang kompeten. 
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PERAN KEADILAN PADA KEPASTIAN HUKUM 

TERHADAP HAK MILIK TANAH DI KOTA BATAM 

 
Oleh: Dr. (Cand) Mulyadi, S.E., M.M 

 

A. PENDAHULUAN 

Segala hal yang berhubungan dengan pertanahan di Indonesia secara 

umum didasari oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria (selanjutnya disebutkan UUPA), dimana UUPA tersebut 

merupakan dasar dari hukum agraria di Indonesia. Namun, dalam Undang-

undang tersebut tidak dijelaskan secara harfiah mengenai pengertian dari 

Hak Pengelolaan. Munculnya konsep Hak Pengelolaan bersumber dari pasal 2 

UUPA, yang menjelaskan bahwa berdasarkan UUD 1945 seluruh bumi, air, 

dan ruang angkasa, termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara yang merupakan wakil dari organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat di Indonesia. 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan, dijelaskan bahwa Hak Pengelolaan merupakan 

hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan 

Menurut A.P. Perlindungan, istilah Hak Pengelolaan sendiri berasal dari istilah 

Belanda, Beheersrecht, yang secara harfiah diartikan sebagai Hak 

Penguasaan,3 dimana hak yang dimaksud merupakan hak penguasaan atas 

tanah-tanah Negara. Tokoh lain, R. Atang Ranoemihardja dalam bukunya 

menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak yang diberikan atas 

tanah yang dikuasai oleh Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan-

badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik untuk dipergunakan 

untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga. Pengelolaan 

merupakan hak atas tanah yang dimiliki oleh Negara yang dapat diberikan 

kepada instansi-instansi tertentu untuk dikelola. Hak Pengelolaan merupakan 

hak atas tanah yang sebelumnya tidak dikenal dalam UUPA, hak tersebut lahir 

dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Kota 

Batam merupakan suatu pulau khusus di Indonesia dalam hal terkait 

pertanahan. Awal pendiriannya, Kota Batam merupakan daerah otorita yang 

dikelola oleh Badan Otorita, yang bertanggung jawab atas pengembangan 

pertumbuhan daerah tersebut,6 yang kemudian oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 1983 pasal 8, 9 dan 10 menegaskan bahwa Kecamatan 

Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya Batam dengan mengangkat Walikota 
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REFLEKSI DAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN 

DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA MENUJU 

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA 

 
Oleh: Antis Martin Christianti. S.S.T., M.T.Pd 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Tatanan kehidupan Bernegara 

Tulisan ini akan di mulai dari mana? tentang siapa? dan bagaimana 

menuangkannya. Hal ini merupakan pertanyaan besar pada diri ku sejak aku 

mendapatkan tugas di hari pertama TOT TAPLAI. Semangat ini dan rasa ingin 

tahu ku tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan sudah lama sekali aku 

pendam namun sejak dinyatakan lolos sebagai peserta aku pun sangat 

gembira. Di hari Pembukaan tanpa aku sadari Gejolak Kebangsaan ku 

mengalir deras terutama saat diberi kesempatan berbicara, dengan spontan 

diriku mengacungkan kepalan tangan dengan seruan yang sangat 

bersemangat, Seakan diri ku berada dalam lingkungan atau keadaan yang 

penuh kobaran Api MERDEKA. 

 

2. Tuangkan dalam essai 

Tata cara kehidupan Bernegara secara teoritis sudah banyak sekali 

terdapat Pada buku-buku panduan baik secara online ataupun fisik, yang bisa 

diakses bagi setiap orang. Oleh karena itu saya tidak akan menuliskan 

bagaimana teorinya dan bagaimana seharusnya warga negara Indonesia 

bersikap dan berperilaku. Namun saya akan menceritakan Kehidupan nyata 

kami dalam mengimplementasikan PANCASILA dalam Kehidupan sehari hari. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Masa Kecil 

Diriku berada dalam lingkungan keluarga yang sangat Harmonis dengan 

perlakuan orang tua yang menerapkan teori OTORITER saat kami belum akhil 

baligh dan berubah Teori Demokratis di terapkan pada usia kami menginjak 

dewasa. Dalam keluarga kami sudah sangat terbiasa dengan toleransi karena 

orang tua kami adalah perpaduan 2 suku bangsa yang secara adat istiadat 

kebiasaan serta tradisi yang berbeda. Hal ini membuat kami menjalani 

kehidupan yang sangat berkesan dengan momen-momen yang tak kan 

terlupakan. 
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IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN:  

GOTONG ROYONG DALAM MENDUKUNG 

KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT  

NELAYAN KENJERAN DI SURABAYA 

 
Oleh: Antonius Yuniarto, S.S., M.M 

 

A. PENDAHULUAN 

“Nenek moyangku adalah seorang pelaut”, demikian penggalan lagu 
Ismail Marzuki. Lagu ini mengingatkan bahwa wilayah Indonesia berupa laut. 

Luas lautan Indonesia 6. 400.000 KM2. Separuh lebih dari total keluasan 

Indonesia yaitu 8.300.000 KM2. Laut dengan segala potensi alam yang 

terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. 

Nelayan menggantungkan hidup mereka dari laut, terlebih nelayan tradisional. 

Para nelayan yang masih menggunakan prahu kecil, dengan sarana jaring 

sederhana untuk menangkap ikan.  

Nelayan adalah salah satu masyarakat yang berpenghasilan rendah/kecil. 

Para nelayan pantai Kenjeran termasuk di dalamnya. Menurut Eri Cahyadi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Surabaya ada sekitar 979.624 

jiwa11. Di tahun 2022, wali kota Surabaya mencanangkan program untuk 

menurunkan angka MBR yang ada di Surabaya. Eri mentargetkan jumlah MBR 

harus bisa berkurang menjadi 300 ribu jiwa. 

Untuk mewujudkan target ini, Walikota dan jajarannya jelas tidak akan 

menjalankan programnya sendiri. Masyarakat dan para stakeholder akan 

dilibatkan dalam karya mulia ini. Keterlibatan aktif banyak masyarakat, dan 

stakeholder adalah bentuk konkret semangat gotong royong. Gotong royong 

merupakan local wisdom Indonesia. Gotong royong adalah nilai yang 

menunjukkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bahkan gotong royong 

menurut Ir. Soekarno adalah Eka Sila yang diperas dari Pancasila12. Pancasila 

tercetus dari gagasan brilian para founding father diantaranya M. Yamin, 

 
11 Jawa Pos.com (08 April 2022) Pemkot Surabaya Target Sejahterakan 679 Ribu 

Warga Miskin pada 2022. Dakses pada 21 Juli 2022 dari 

https://www.jawapos.com/surabaya/08/04/2022/pemkot-surabaya-target-

sejahterakan-679-ribu-warga-miskin-pada-2022/ 
12 Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:75 

https://www.jawapos.com/surabaya/08/04/2022/pemkot-surabaya-target-sejahterakan-679-ribu-warga-miskin-pada-2022/
https://www.jawapos.com/surabaya/08/04/2022/pemkot-surabaya-target-sejahterakan-679-ribu-warga-miskin-pada-2022/
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKEADILAN DI 

SEKOLAH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN 

NASIONAL DI KABUPATEN WONOSOBO 

 
Oleh: Heri Priyanto, S.Si., M.Si 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kunci dari pengembangan sumber daya manusia 

(Susilo, Dewantoro & Yuningsih, 2022, 180). Tanpa pendidikan yang baik, 

maka bisa dipastikan pengembangan sumber daya manusia di suatu negara 

akan mengalami hambatan. Pada konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia peran pengembangan sumber daya manusia diformalkan dalam 

bentuk pendidikan persekolahan yang berada pada jenjang PAUD sampai 

dengan perguruan tinggi. 

Secara umum, tujuan dari adanya sekolah ini termaktub dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya peran mencerdaskan 

kehidupan bangsa ini dilakukan antara lain oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional, Riset dan Teknologi. Kementerian ini menegaskan bahwa visi 

pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang 

bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berakhlaq mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan 

global. 

Dari tujuan didirikannya negara Indonesia dan visi pendidikan Indonesia 

tersebut nampak bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya 

menguatkan kemampuan kognitif (pengetahuan) bangsa saja, melainkan juga 

menguatkan karakter warga negara. Lebih jauh lagi, dalam konteks 

kelangsungan hidup bangsa, pendidikan harus mampu menjamin 

kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Pendidikan dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh suatu bangsa 

dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya 

pendidikan di tingkat sekolah harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai 

karakter yang menjadi ciri khas bangsa ini. 

Dalam perspektif ini, pendidikan di sekolah harus dapat mendukung 

konsep ketahanan nasional yang dalam gatra sosial budaya dinyatakan bahwa 

kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan manusia 
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PENERAPAN NILAI-NILAI KERAKYATAN PANCASILA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI  

KELAS BAWAH SEKOLAH DASAR 

 
Oleh: Yuneta Indria Murti, M.Si 

 

A. PENDAHULUAN 
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar-dasar negara 

Indonesia, serta ideologi nasional negara. Sebagai pandangan hidup bangsa, 

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan 

terbukti mampu menyatukan rakyat Indonesia yang beragam suku dan agama. 

Pancasila terdiri dari 5 sila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang 

adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

 Nilai kerakyatan sebagai salah satu nilai Pancasila yang tercermin dalam 

sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai-nilai kerakyatan. Sila 

tersebut disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng 

menggambarkan manusia yang berjiwa sosial. Hubungan makna sila keempat 

Pancasila dengan simbolnya adalah masyarakat Indonesia harus 

mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan atau saat 

membicarakan suatu hal.  

Memasukkan materi pancasila dalam kurikulum pendidikan merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat Pancasila. 

Pendidikan Pancasila sudah diajarkan dari jenjang pendidikan anak usia 

dini/TK sampai ke jenjang pendidikan tinggi sebagai upaya melestarikan dan 

meningkatkan kesadaran tentang perlunya penerapan nilai-nilai dari sila-sila 

Pancasila untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara warga negara 

Indonesia. 

Sebegitu panjangnya proses menanamkan nilai-nilai kerakyatan Pancasila 

dalam kurikulum pendidikan, namun tidak serta merta menjadikan 

masyarakat mampu mengamalkan dengan baik. Kenyataan di lapangan pada 

berbagai tingkatan sosial ekonomi masyarakat banyak sekali terjadi 

perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan tadi. 

Banyak isu di lapangan yang dianggap sebagai pelanggaran dari nilai-nilai 

kerakyatan, sebagai contoh adalah pelanggaran HAM terutama yang 

menyangkut kebebasan berpendapat, proses pemilihan kepala desa yang 
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